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ABSTRAK 

 

Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling dalam Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu 

 

Oleh : Piona Nopita 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan 

Program Samsat Keliling dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

dengan petugas Samsat Keliling, pemilik kendaraan bermotor, dan pihak terkait 

lainnya, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program tersebut. 

Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program serta dampaknya terhadap 

penerimaan pajak daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

Program Samsat Keliling memberikan kemudahan akses kepada pemilik 

kendaraan untuk membayar pajak, terdapat beberapa tantangan yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, seperti Srana Prasarana yang kurang 

memdai, Akses Jalan ketersediaan infrastruktur, dan penegakan regulasi. 

Meskipun demikian, program ini masih memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut. 

 

Kata Kunci: Samsat Keliling, Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Hampir seluruh negara di dunia ini telah mengakui bahwa pajak merupakan 

sumber pendapatan negara. Pajak itu sendiri sudah di terapkan jauh sebelum 

negara Indonesia merdeka. Pajak atau kata lainnya pungutan ini sudah ada pada 

Zaman Romawi. Pada Awal Republik Roma (502-27 Sebelum Masehi). Pada 

masa itu pajak di kenal dengan sebutan Pungutan. Serta memiliki bentuk dan jenis 

pungutan itu sendiri. dan indonesia pajak itu sudah mulai di kenal dari sebelum 

adanya adam smith menulis bukunya yang berjudul The Wealth of  Nations Tahun 

1776. Indonesia telah menerapkan sistem pajak  jauh sebelum dari merdeka sistem 

ini sudah diterapakan jauh sebelum sistem tata pemerintahan di indonesia ada. 

pungutan-pungutan atau pajak ini nantinya kan di peruntukkan untuk Membiaya 

kegiatan-kegitan pemerintah atau kerajaan pada masa itu. (Nurmantu, 2005) 

Membahas Mengenai pajak, Indonesia adalah negara yang salah satu sumber 

pendapatannya itu bersumber dari Pajak. Indonesia  yang menganut sistem 

demokrasi Yang Dimana di dalam sistem negara demokrasi Pajak adalah bentuk 

tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang di bayar atas Persetujuan sendiri. 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) umumnya berasal dari sumber 

pajak,dimana sebagian dari Pajak ialah salah satu bentuk dari devisa negara dan 

sumber dana terbesar untuk biaya pembangunan yang berasal dari masyarakat.  

Pajak di indonesia sendiri terdapat beberapa jenis.Menurut resmi (2014:17). 

Terdapat 3 jenis pajak yang dikelompokkan. Menurut golongan pajak di 
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kelompokkan 2 jenis pajak lansung dan tidak lansung, sedangkan menurut sifat 

pajak terbagi 2 jenis, pajak subjektif dan pajak objektif  dan pajak menurut 

lembaga, pemungutan pajak ada dua yakni pajak negara dan pajak daerah. (Yunita 

Sari Rioni, 2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang atau badan dalam keadaan hukum paksaan. 

Tidak ada uang yang dibayarkan langsung ke Daerah Sebaliknya, dana tersebut 

digunakan untuk inisiatif regional yang bertujuan memaksimalkan kemakmuran 

rakyat. 

Suatu pembangunan akan bisa terlaksana jika dananya sudah tersedia baik itu 

yang berasal dari swasta maupun pemerintah yang bersumber dari penerimaan 

Pajak. (Lusia dkk dalam Parera, 2017). Dengan penerimaan yang berasal dari 

pajak, pemerintah bisa mengelola anggran tersebut untuk  melaksankan program-

program pembangunan nasional dan juga dalam pemenuhan kebutuhan rakyat 

dalam pengadaan serta perwujudan fasilitas umum seperti pembuatan 

jembatan,jalan,sekolah, rumah sakit  dan masih banyak lagi jenis infrastruktur 

yang lainnya. 

Dan untuk di provinsi itu termasuk pada pajak daerah terdiri atas pajak 

kendaraan bermotor, pajak bahan berkendaraan bea balik nama kendaraan 

bermotor.  Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk dari atas kepemilikan 

kendaraan bermotor sebagai alat transportasi orang,barang maupun jasa. Bentuk 

dari pembayaran pajak ini ialah bentuk dari tanggung jawab kita yang  telah 

menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti 
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halnya kita telah menggunakan kendaraan bermotor di jalanan raya yang salah 

satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah yang sebagian sumber 

dananya berasal dari sumber pajak kendraaan bermotor. (Suparmoko, 2002 ). 

Selain beras dan bahan pokok lainnya di zaman sekarang kendaraan Bermotor  

juga merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan dikehidupan, hampir 

sebagaian aktivitas yang di lakukan oleh manusia menggunakan kendaraan 

bemotor. dimulai dari berangkat kerja, ke sekolah, ke pasar,ke kampus, dan 

aktivitas-aktivitas lainnya. Untuk agar bisa mencapai tujuan tersebut,tentunyya 

kita memerlukan transportasi kendaraan bermotor agar bisa mencapai tempat 

tujuan dengan tepat waktu. 

Kendaraann bermotor juga merupakan salah satu objek pendapatan pajak 

daerah. Semakin banyak kendaraan bermotor disuatu daerah maka akan semakin 

banyak pula pendapatan daerah yang akan didapatkan dari pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. Pendapatan daerah ialah seluruh penerimaan uang  rekening 

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 

satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. (Ferdiansyah, 

2020).Pendapatan asli daerah merupakan sumbangan yang diberikan oleh 

masyarakat  kepada daerah dalam mendukung hak otonomi yang telah di 

berikan.sumbangan yang diberikan adalah bentuk dukungan untuk pemerintah 

daerah dalam mengelola daerah. PAD  itu sendiri bersumber dari pajak daerah, 

retribusi daerah, BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yag sah.(Mulyana 

2019). 
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Salah satu penerimaan sumber daerah terbesar itu berasal dari pajak kendaraan 

bermotor, kendaraan bermotor termasuk di dalam salah satu jenis pajak 

daerah.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang di kenakan atas 

kepemilikian suatu benda yakni kendaraan bermotor,dimana pajak kendaraan 

bermotor sangatlah berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Karena 

jumlah Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan tentunya 

jumlah kendaraan ini berpengaruh pada PAD Suatu daerah.  

Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi yang banyak di 

gunakan di negara indonesia menduduki posisi tertinggi ke dua di asia tenggara 

setelah thailand ini terbukti dari angka statistik yang menunjukkan di tahun 2022 

indonesia tercatat pengguna kendaraan bermotor sebanyak 148.212.865. dan 

untuk Provinsi Riau juga merupakan salah satu pengguna terbayak kendaraan 

bermotor di indonesia tercatat di tahun 2020 terdapat jumlah kendaraan bermotor 

sebanyak 3.784.031unit kendaraan bermotor ditahun 2022 sebanyak 4.216.041 

unit kendaranan berotor dan ditahun 2023 4.526.046 unit kendaraan bermotor di 

Provindi Riau. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Tahun 2018-2023 

Kabupaten Rokan Hulu 

 

No Tahun Unit 

1. 2018 85.236 

2. 2019 89.389 

3. 2020 87.801 

4. 2021 94.145 

5. 2022 99.554 

6 2023 105.341 

        Sumber: UPT Samsat Pasir Pangaraian  
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Pembayaran pajak kendaraan bermotor di lakukan di kantor SAMSAT di 

setiap Masing-masing daerah,dengan tujuan untuk memberikan kemudahan untuk 

wajib pajak dalam membayar kewajibannya sesuai dengan domisili kendaraan 

yang dimiliki.banyak atau sedikitnya penerimaan pajak dalam suatu daerah 

menjadi standar Keberhasilah suatu daearah dalam memenuhi pendapatan pajak 

daerah. (simarmata, 2016).  

Jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak sebanding dengan jumlah 

pembayar pajak, ini dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat serta 

kesadaran dalam memenuhi kewajibannnya untuk membayar pajak. Ini 

mengakibatkan turunnya APBD akibat masyarakat yang tidak membayar pajak. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mambayar pajak, sebagai 

masyarakat harus bisa menanamkan didalam diri sendiri akan kesadaran wajib 

pajak didalam diri. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sikap positif  dari 

seorang individu yang sadar akan kewajibannya di dalan berwarganegara untuk 

membayarkan sebagian uangnya kepada negara tanpa  paksaan dari siapapun, 

yang dimana nantinya uang tersebut akan dipergunakan didalam suatu 

pemabangunan. (Kusamawati, 2021). 

Didalam Proses pemungutan pembayaran pajak di laksanakan oleh unit 

Pelaksana Teknis (UPT) atau yang sering di kenal dengan sebutan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat berada di bawah naungan 

Bapenda Provinsi (Badan Pendapatan Derah). Samsat yang bertugas membantu 

dalam pelayanan pembayaran pajak di setiap daerah kabupaten/ kota di seluruh 

provinsi. Tujuan dari sistem administrasi manunggal satu pintu  
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Tabel 1.2 

Target Dan Realisasi Penerimaan PKB di Samsat Rokan Hulu Tahun 

2018-2023 

 

No Tahun Target Realisasi 

1. 2018 54.855.677.155.00 54.733.835.078 

2. 2019 54.141.945.521.73 60.182.405.486 

3. 2020 54.293.836.687.00 61.810.443.398 

4. 2021 68.396.979.486.55 67.292.514.231 

5. 2022 68.919.691.854.40 74.159.124.703 

6. 2023 82.688.066.186.00 87.689.495.842 

Sumber: UPT Samsat Pasir Pangaraian  

(SAMSAT) adalah untuk memberikan layanan registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, kontribusi wajib 

untuk dana kecelakaan lalu lintas, dan transportasi jalan secara terpadu dan 

terkoordinasi secara tepat waktu, akurat, transparan, akuntabel, dan informatif. 

Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan SAMSAT, khususnya pada pasal 2. Samsat di bentuk untuk 

memepermudah pengguna kendaraan bermotor dalam proses pelayanan  

membayar pajak dimasing daerah-daerah tempat tinggal mereka dan melakukan 

proses administratif di satu gedung. 

Samsat Merupakan bentuk kerja sama dari Polisi Republik Indonesia, Dinas 

Pendapatan Daerah, dan Pt Jasa Raharja (Persero). Dalam  menerbitkan STNK ( 

Surat dan Tanda Nomor Kendaraan), Serta Tanda nomor kendaraan bermotor yang 

berhubungan dengan pemasukan uang  ke dalam kas negara melalaui Pembayaran 

Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (SWDKLLJ) 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. Semua kegiatan proses 

administrasi ini dilakukan di dlam satu kantor yang sering kita sebut dengan nama 

kantor SAMSAT. Untuk penerbitan STNK merupakan tugas dari POLRI, 
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Penetapan Besaran Bayaran Pajak (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor 

(BBNKB) Merupakan Tugas Dari BAPENDA Provinsi dan untuk Pengelolaan 

sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) ialah PT Jasa 

Raharja yang bergerak di bidang asuransi. 

Masyarakat  mengatakan Pelayanan (SAMSAT) masih dikatakan sebagai 

proses yang sangat rumit.Lokasi kantor samsat yang jauh merupakan salah satu 

alasan.kurangnya pegawai di dalam kantor samsat yang membuat memakan waktu 

yang cukup lama dalam proses pembayaran pajak yang mengharuskan masyarakat 

untuk menunggu dan memakan waktu berjam-jam karena proses administrasi 

pembayaran pajak karna harus mengantri.dan juga setiap masyarakat di haruskan 

melewati beberapa pintu loket terlebih dahulau sehingga memakan waktu yang 

cukup lama dalam melakukan proses tersebut. fasilitas yang kurang juga membuat 

masyarakat merasa kurang nyaman berada di dalam ruangan kantor seperti 

pendingin ruangan yang kurang kursi tungggu yang belum memadai yang 

membuat sebagian masyarakat menunggu di luarkan ruangan. Hal-hal seperti ini 

lah yang membuat masyarakat malas untuk ingin membayar pajak. 

di dalam peraturan presiden No. 5 Tahun 2015 Bab V Pasal 22 tertera dalam 

menunjang kualitas pelayanan samsat di bentuk lah unit pemabantu di antaranya 

ada, Samsat Pembantu, Samsat Gerai, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, 

Samsat Delivery, E-Samsat Dan pengembangan samsat lainnya sesuai dengan 

kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi 

pelayanan terus mengalami yang namanya perubahan timbulnya inovasi-inovasi 
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baru di dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk memberikan suatu 

kebaharuan dan kepuasan untuk masyarakat sebuah inovasi pelayanan. 

Keluarnya Peraturan Mentri PANRB Nomor 40 Tahun 2014 Mengenai Inovasi 

Pelayanan, Inovasi Pelayanan adalah sebuah trobosan jenis pelayanan publik yang 

merupakan suatu gagasan atau ide kreatif orisional dan adaptasi atau modifikasi 

yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara lansung maupun tidak 

lansung. Samsat keliling merupakan salah satu unit pembantu samsat  adanya 

samsat keliling dan unit pembantu samsat lainnya merupakan bentuk dari sebuah 

inovasi pelayanan,suatu trobosan pembaharuan  khususnya di bidang pelaynan 

pembayaran pajak. 

Dalam Usaha untuk meningkatkan pembayar pajak samsat mebuat inovasi 

pelayanan yang baru agar masyarakat puas dengan pelayanan yang di lakukan 

karena selama ini yang menjadi permasalahan di tengah masyarkat serta tuntutan 

masyarakat kepada pemerintah ialah meningkatkan kualitas pelayanan.samsat 

keliling merupakan inovasi yang di lakukan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan serta untuk mempermudah masyarkat dalam menjalankan kegiatan 

administrasi pemabayran pajak . (Affandi dalam Wardani, 2017) 

Salah satu bentuk inovasi pelayanan yakni Samsat Keliling. Samsat Keliling 

memiliki beberapa   layanan seperti pengesahan STNK setiap tahun, pemabayaran 

PKB dan SWDKLLJ. Proses tersebut di lakukan melalui petugas,petugas yang 

bekerja sebagai pelayanan Samsat Keliling akan bertugas keliling pada daerah-

daerah yang telah di tetapkan sebelumnya, sistem layanan ini di peroses di dalam 

mobil tersebut yang telah di modifikasi. 
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Dan juga mobil tersebut sudah terkoneksi online dengan kantor pusat. Samsat 

keliling juga di sebut dengan metode jemput bola, di sebut jemput bola karena 

pihak samsat yang turun lansung pada lokasi tersebut yang diharapkan bisa 

membantu masyarkat dalam membayar pajak. Masyarakat kebanyakan mengeluh 

karena jarak kantor Samsat yang jauh dari daerah mereka. lokasi kantor Samsat 

yang jauh merupakan salah satu alasan Masyarakat malas untuk membayar pajak 

kendaraan,kurangnya pegawai di dalam kantor samsat yang membuat memakan 

waktu yang cukup lama dalam proses pembayaran pajak , yang mengharuskan 

masyarakat untuk menunggu yang memakan waktu yang cukup lama karena 

proses administrasi pembayaran pajak karna harus mengantri. 

Bukan itu saja setiap masyarakat di haruskan melewati beberapa pintu loket 

terlebih dahulau sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam melakukan 

proses tersebut. Fasilitas yang kurang juga membuat masyarakat merasa kurang 

nyaman berada di dalam ruangan kantor seperti pendingin ruangan yang kurang 

kursi tungggu yang belum memadai yang membuat sebagian masyarakat 

menunggu di luarkan ruangan. Hal-hal seperti ini lah yang membuat masyarakat 

malas untuk ingin membayar pajak. Samsat keliling juga bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan pajak daerah dan dapat mempermudah wajib pajak 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Rokan Hulu.Program 

samsat keliling ini merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang di terapkan 

agar pasrtisipasi masyarakat dalam membayar pajak itu meningkat. Program ini 

berasal dari Bapenda Provinsi Riau  dalam untuk meningkatkan pendapatan pada 
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sektor pajak kendaraan bermotor, Bapenda bekerja sama dengan Upt samsat pasir 

pangaraian.  

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 Mengenai 

Pembentukan UPT samsat Pasir Pangaraian Merupakan unit kelas A unit 

pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kelas A Mempunyai Tugas Melaksankana Sebagian Kegiatan 

Operasional atau Kegiatan Teknis Penunjang Badan Pendaptan Daerah Kelas A di 

bidang pekerjaan umum. Samsat Pasir Pangaraian Merupakan salah satu Yang 

Mendapatkan Kepercayaan dan serta di anggap mampu Oleh Bapenda Dalam 

Menjalankan Samsat Keliling. 

Samsat keliling ini mulai beroperasi secara resmi di kabupaten rokan hulu 

pada tanggal 6 januari 2021.ada beberpa kecamatan di rokan hulu yang di tempati 

oleh program ini yakni ada kecamatan tandun, bangun jaya, koto lama, tambusai 

utara . layananan umum berbasisis digital yang mudah untuk di jangkau oleh 

masyarakat. Samsat keliling ini beroperasional dari jam 09 pagi sampai jam 12 

siang, samsat keliling ini terletak di tempat yang stratigi supaya mudah di jangkau 

oleh masyarakat. 

Tabel 1.3 

Penerimaan PKB Melalui Samsat Keliling Tahun 2021-2023 

No Tahun Jumlah WP Jumlah (Rp) 

1 2 3 4 = 2+3 

1. Januari SD Desember 2021 2819 1.802.272.265 

2. Januari SD Desember 2022 4229 2.795.273.871 

3. Januari SD Desember 2023  5.447 4.156.019.723 

 Jumlah 12.495 9.641.726.742 

Sumber : UPT Samsat Pasir Pangaraian 
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Samsat keliling ini berbentuk kendaraan jenis mobil yang di lengkapi oleh 

sarana teknologi digitlisasi yang digunakan untuk dalam proses administrasi 

pembayaran pajak, untuk pencetakan STNK namun untuk melakukan 

perpanjangan plat motor itu harus ke kantor samsat nya langsung karena samsat 

keliling belum sepenuhnya mempunyai alat yang memadai seperti kantor samsat 

pada umunya tapi samsat keliling bisa membantu dalam pengecekan fisiknya 

saja.samsat keliling juga menyediakan fasilitas lainnya yanng brertujuan 

memudahkan masyraka dalam membayar pajak serta kenyamanan dari para 

pembaya pajak. Dengan adanya program ini tentunya menjadi harapan dari 

pemerintah agar pembayar pajak meningkat khususnya di  Kabupaten Rokan 

Hulu. 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan satu di antara 12 kabupaten yang ada di 

provinsi Riau, rokan hulu merupakan salah satu daerah otonomi baru yang mekar 

dari kabupaten kampar sebelumnya yang resmi menjadi kabupaten rokan hulu 

pada bulan oktobert tahun 1999. Berdasarkan badan pusat statistik rokan hulu 

Terdapat 16 kecamatan dan di huni oleh  594.438 jiwa pada tahun 2023 penduduk 

di kabupaten rokan hulu dimana tiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023 

mengalami peningkatan jumlah penduduk. begitu juga dengan jumlah kendraan 

tiap tahunnya di rokan hulu mengalami peningkatan ini tercatat di tahun 2022 

terdapat sebanyak 99.554 unit kendaraan bermotor, 

Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan 

Hulu tentunya juga penerimanaan pajak juga meningkat, berikut data target 
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penerimaan pajak dari tahun ke tahun serta realisasi pajak kendaraan bermotor di 

kantor Samsat Kabupaten Rokan Hulu. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa Target dan realisai PKB dala lima tahun ini 

selalu Melampui target dan juga jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya 

meningkat terutama didalam dua tahun terakhir ini tahun 2021-2023. Dengan 

sudah tercapai target tersebut namun di dalam proses pemungutan pajak lebih 

tepatnya melalaui samsat keliling masih memeliliki masalah maupan kendala di 

dalam proses pemungutan PKB. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul, “Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat 

Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Rokan Hulu” 

 

I.2 Rumusan Masalah  

1.  Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui 

Program samsat keliling Pada Kantor UPT Samsat Pasir Pangaraian di 

Kabupaten Rokan Hulu? 

2.  Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Samsat Keliling pada Kantor 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Rokan Hulu? 

I.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mendeskripsikan Efektivitas Program samsat keliling Dalam 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Rokan Hulu  
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2. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi 

Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu 

1.4 Manfaat  Penelitian  

Adapun Manfaat Penelitian Adalah Sebagai Berikut  

1.) Hasil Penelitian Ini Di Gunakan Untuk Menerapkan Teori-Teori Yang 

Telah di Dapatkan Oleh Penulis Selama Perkulihaan 

2.) Penelitian Ini Juga Bertujuan Sebagai Bahan Evaluasi bagi UPT Samsat 

Pasir Pangarain atas berjalannya Program Samsat Keliling Yang Telah Di  

Buat Untuk ke depannya 

3.) Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Penelitian Selanjutnya Dengan 

Masalah Yang Sama Dan Variabel Yang Berbeda Terutama Yang Berkaitan 

Dengan Efektivitas Samsat Keliling. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Bab ini Menjelaskan Tentang Latar Belakang Masalah, PerumuSan 

Maasalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian Dan  Sistematika 

Penulisan 

BAB II  :  LANDASAN TEORI  

  Bab Ini berisikan uraian teoritas yang menguraikan Pembahasan 

PengertianYang akan di teliti serta Teori Konsep Operasional 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang 

Menguraikan tentang metode penelitian. Teknik pengumpulan Data , 

Teknik Analisa Data , Defenisi Konsep , Kategorisasi , Narasumber 

Dan Deskripsi Lokasi Penelitian. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab Ini jelaskan Tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas 

Penelitiam, Struktur Organisasi Visi Misi Dan Gambaran   Umum 

Terkait Objek Penelitian 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi mengenai tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran-saran yang telah di teliti 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Efektivitas  

Sacara Etimologi Kata efektif  di ambil dari bahasa inggris “effectife, yang 

memiliki arti sesuatu yang di lakukan berhasil dengan baik. Sedangkan di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas yaitu pengaruh, manjur, dapat 

membawa hasil.. Efektifvias suatu Rangkaian kegiatan yang  menjadi sebuah 

tolak ukur untuk mencapai proses kerja lebih baik untuk menyelesaikan tugas 

yang telah di rancang di awal. 

beberapa pengertian menurut para ahli: 

a.) Menurut Sedarmayanti (2009:109) Efektivitas merupakan suatu 

kemampuan untuk melaksaankan segala bentuk tugas suatu organisasi 

dalam kegiatan pengoperasian suatu kegiatan atau program tanpa suatu 

tekanan dari sesama anggota pelaksananya. 

b.) Sutrisno (2007 : 125-126) Efektivitas Program dapat di ukur dengan 

Mengukur Sejauh mana pencapain apakah sudah sesuai dengan tujuan 

yang telah di tetapkan  

c.) Wijaya ( 2000 : 159 ) Efektivitas Merupakan suatu Program Manajemen 

yang di lakukan dengan membandingkan sasaran dan tujuan yang hendak 

di capai  

Efektivitas adalah unsur pokok dari aktivitas dalam mencapai tujuan yang 

telah di rancang dengan kata lain suatu organisasi ini dapat di katan efektif  jika 

sasaran awalnya tercapai.(Martani dan Lubis dalam Damar et al., 2021). 
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Efektivitas merupakan pencapaian Tujuan dan sasaran yang ingin di capai. 

Kegiatan tersebut dapat di katakan efektif jika telah mencapai tujuan sasaran  

akhir dari kebijakan.(Murdi and Putri 2020). 

Penilian untuk ekvektivitas suatu program perlu di adakan untuk agar bisa 

mengetahui apakah program yang di jalankan memberikan manfaat pada penerima 

program, tujuan dari penilian ini nantinya untuk mengetahui apakah program ini 

kedepannya dapat di lanjutkan atau tidaknya. Efektivitas juga tidak hanya soal 

bagaimana untuk bisa mecapai sasaran ataupun tujuan organisasi tersebut namun 

juga soal mempertahankan organisasi tersebut dari ancaman-ancaman dari luar 

maupun dari dalam agar terus berjalan.(Bastaman et al. 2020). Untuk mengukur 

suatu efektvitas di suatu Program bukanlah suatu hal yang mudah, efektivitas 

dapat di katakan berhasil jika tujuan yang telah di rencanakaan telah tercapai. Jika 

rencana yang telah di rancang dan di laksanakan  namun tidak berhasil tercapai 

maka program  tersebut belum bidsa di katakan sudah efektivitas. 

 

2.2  Efektivitas Program  

       Efektivitas Program adalah suatu keahlian dalam menentukan tujuan dengan 

cara memanfaatkan saran dan prasarana yang ada dengan cara mengikuti prosedur 

yang ada serta juga memperkirakan anggaran, dan strategi yang di gunakan dalam 

menacapai tujuan tyanga ingin di capai. 

Menurut Setiawan suatu efektivitas program dapat di ketahui dengan 

Membandingkan tujuan dan Hasil Program. Dan pendapat dari peserta pogram 

dapat di jadikan sebagai acuan untuk mengukur efektivitas dari sebuah program  
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dan dalam evaluasi program dapat di nilai dari reaksi peserta yang telah mengikuti 

program tersebut . (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah dhalimunthe 2018). 

 

2.3 Indikator Efektivitas  

 

Menurut (Duncan stress 2003 dalam Sari, Heriyanto, and Rusli n.d.) dalam 

suatu efektivitas itu dapat di ukur dari beberapa indikator 

a. Pencapain Tujuan  

Pencapaian tujuan adalah seluruh bentuk usaha,  pencapaian tujuan 

juga di pandang sebagai suatu proses. Terdapat beberapa faktor-faktor di 

dalam pencapaian tujuan yaitu : kurun waktu, Sasaran, dasar hukum. 

b. Integrasi  

Integrasi adalah bentuk pengukuran suatu  tingkat kemampuan di 

dalam sebuah  organisasibaik itu dalam  melakukan sosialisasi, 

pengembangan konsesus, serta komunikasi dengan berbagai organisasi 

lainnya. Integritas terdiri dari dari faktor. Prosedur dan proses sosialisasi. 

c. Adaptasi  

Adaptasi merupakan bentuk pengukuran organisasi dalam 

menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain adaptasi 

adalah Kemampuan individu untuk menyesuaikan dengan lingkungan-

lingkungan sekitar ketika terjadi suatu perubahan.adaptasi terdiri dari 

beberapa faktor 

Menurut Sutrisno (2010) terdapat beberapa yang menjadi indikator Efektivitas 

(Sutrisno 2010) 
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a. Pemahaman Program 

Pemahaman Program merupakan perlu di butuhkan sebab untuk 

menjalankan program tersebut mcembutuhkan pemahaman terlebih dahulu 

bagaiamna untuk menggerakkannya agar tepat sasaran 

b. Ketetapan Sasaran 

Ketetapan Sasaran, sasaran dari program ini nantinya harus sesuai 

dengan ketentuan program sebelumnya agar program tersebut di jalankan 

secara efektif. 

c. Ketetpan Waktu 

Ketetapan waktu suatu program terlaksana, jika program tersebut 

tepat waktu seesuai dengan ketetapan sebelumnya maka barulah bisa di 

katakan program tersebut sudah efektif. 

d. Tercapainya Tujuan  

Apabila suatu program tersebut memberikan manfaat, maka sudah 

bisa di katakan efektif. 

e. Perubahan Nyata 

Program dapat di katakan efektif  jika membawa perubahan nyata 

terhadap sasaran program tersebut. 

Suatu program tersebut dapat di nyatakan efektif jika membawa suatu 

perubahan terhadapa dari sasaran awal yang ingin di tujukan dan jika program 

tersebut tidak membawa terhadap perubahan nyata maka pogram tersebut belum 

bisa di katakan sudah efektif. Apabila program membawakan suatu perubahan 
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yang mengarah ke positif terhadap sasaran yang telah di tetapkan, barulah suatu 

program dapat di katakan efekif. 

Menurut Budiani (2007) terdapat beberapa indikator-indikator Efektivitas  

a.) Ketetapan sasaran Program 

Ketetapan Sasaran Program yakni mengukur sejauh mana sasaran 

program tersebut sudah mengenai sasarn ayng telah di tentutakan 

sebelumnya  

b.) Sosialisasi Program 

Sosialisai program adalah bentuk dari kemampuan penyelenggara 

dalam mengenalkan program tersebut kepada sasaran yang ingin di 

tuju, agar mereka bisa mengetahui bagaiman aproses pelaksanaan serta 

tujuan dari di buatnya program tersebut. 

c.) Pencapaian Tujuan  

Yakni sejauh mana program  ini terlaksana apakah sudah sesuai 

dengan ketetapan yang telah di tetapkan  

d.) Pemantauan Program  

Dilakaukan untuk megetahui sejauh mana program tersebut 

berjalan apakah sudah memberikan manfaat bagi sasaran yang ingin di 

tuju.  

  

2.4  Manajemen Pelayanan Publik 

Di dalam suatu organisasi  baik itu swasta maupun negeri suatu manajemen 

itu sangat di butuhkan di dalam tatanan pengelolaan. Dua organisasi dari 

latarbelakang yang berbeda tentunya memiliki beberapa perbedaan di dalam 
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sistem manajemen, manajemen publik memiliki orientasi public service. 

Manajemen itu sendiri dapat di artikan sebagai segala rangkaian kegiatan yang di 

mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta pengawasan. Untuk 

melaksanakan serangkaian prosese tersebut tentunya membutuhkan sumber daya 

manusia sebagai penggerak agar bisa mencapai tujuan yang ingin di capai. Maka 

dari tu di butuhkan di dalam ustu oragnisasi SDM yang berkulitas serta handal 

agar dapat memenuhi tugas serta fungsinya di dalam suatu organisasi. Di dalam 

organisasi peran pemimpin sangat berpengaruh pada bawahannya, pemimpin yang 

memiliki karakteristik serta velue akan mempengaruhi cara kinerja 

bawahannya.maka darai itu di perlukanya suatu pemimpin yang yang bertanggung 

jawab ata tugas serta bisa mengayomi bawahannnya. Dan manajemen pelayanan 

publik itu sendiri orientasinya ialah pelayanan publik.(Hayat 2017) 

Suatu sistem tatanan pemerintah yang menjadi patokan penilian kinerja 

pemerintah ialah pelayanan publik. Pelayanan yang dapat mengutamakan 

kepentingan bersama ketimbanga kepentingan pribadi, barulah bisa di sebut 

pelayanan yang berkualitas dan baik,  karena mengutamakan kepentingan bersama 

dan mengeyampingkan kepentingan pribadi. 

Di dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2009  di jelaskan bahwa 

pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan untuk  pemenuhan kebutuhan 

pelayanan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

diatur bagi seluruh warga negara serta  penduduk. atas barang maupun jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pemerintah administratif. 

Pelayanan publik juga di artikan sebagai serangakian aktivitas yang di laksanakan 
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oleh para birokarasi publik dalam melaksanakan serta memenuhi kebutuhan 

semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan administratif. (Hadiwijoyo 

2021). 

Pelayanan publik pada umumnya tugas utamnaya ialah melayani segala 

sesuatu kebutuhan dari masyarkat terutama dalam bentuk kegiatan administrtif  

yang harus dilakukan secara profesional agar bisa memenuhi kepuasan dari setiap 

individu-individu atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Memberikan 

pelayanan publik yang baik dan profesional merupakan tugas dari pemerintah 

untuk bissa mewujudakn prinsip-prinsip dari pelayan publik itu sendiri.di dalam 

pelayanan publik terdapat elemen-elemen dari pelayanan  publik.(Soselisa 2021) 

1.) Pemberi layanan dan penerima memiliki hak dan kewajiban yang sama di 

anatara kedua belah pihak  

2.) Pengaturan tarif di atur dalam seluru bentuk pelayanan yang berdasarkan 

latar belakang maupun keadaan dari ekonomi masyarakat berdasarkan 

ketentuan undang-undang 

3.) Pencapain kualitas pelayanan umu, pemberi pelayanan harus 

memperhatikan keamanan, kenyamanan, kepastia hukum yang dapat di 

pertanggung jawabkan. 

4.) Lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan wajib memberikan 

kesempatan bagi warga negara untuk menyelenggarakan pelayanan. 

2.5 Pajak  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah jenis 

kontribusi wajib yang diberikan oleh orang dan organisasi dalam keadaan hukum 
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yang memaksa. Pajak dibayar oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak 

dikompensasi secara langsung. Salah satu aliran pendapatan negara, pajak 

mendukung operasi pemerintah seperti pembangunan dan administrasi. 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengklaim bahwa pajak adalah jenis pembayaran 

wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah dalam bentuk uang tunai dan 

barang. Pajak yang dikumpulkan pemerintah harus mematuhi norma-norma 

hukum yang relevan untuk membayar produksi barang dan kemajuan rakyat. 

(Sihombing, 2020; Sotarduga) 

S.I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk 

menyumbangkan sebagian harta kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari 

situasi, kejadian, dan keputusan yang mempengaruhi pemberian jabatan tertentu 

dan didasarkan pada pemaksaan peraturan pemerintah yang berdampak tidak 

langsung. (Aprilia Puspasari, Maria Lapriska, 2022). 

Pajak merupakan iuran wajib yang di berikan masyarakat kedalam kas negara 

yang di paksakan namun tidak mendapatkan  kontraprasi secara lansung namun di 

peruntukan untuk pembayaran pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian di 

tas terdapat beberapa  ciri-ciri yang melekat dengan pajak.(Syarifudin 2018) 

1. Pajak di pungut oleh negara baik dari sentralisasi maupun desentralisasi 

2. Pajak sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang  

3. Pembayaran pajak tidak kontrapetasi lansung dari pemerintah 

4. di pergunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintah secara umum  

5. pajak memliki fungsi mengatur  
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6. pajak di pungut karena suatu keadaan, maupun kejadian yang berdampak 

memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  

Pajak Kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan pengusaan 

suatu kendaraan bermotor . bentuk dari kendaraan bermotor itu sendiri baik 

kendaraan bermotor roda dua, gandengan baik itu beroperasi di darat,maupun 

air.Pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak provinsi,yang tjuga termasuk 

pada pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber potensi 

pendapatan daerah yang besar, itu terlihat dari jumlah peningkatan kendaraan 

bermotor yang naik drastis. (Widya sasana di dalam Salma Faizah 2022)  

Pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pungutan atas pengaturan 

kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1. 

Semua kendaraan beroda dan konektor yang didukung oleh mesin untuk bergerak 

di berbagai jenis jalan dikenal sebagai kendaraan bermotor.. 

Pajak kendaraan bermotor itu masuk pada pajak daerah.Akibat adanya 

undang-undang  No 28 tahun 2009, pemerintah provinsi  harus membuat 

peraturan baru mengenai pajak kendaraan bermotor yang di berlakukan untuk 

daerah provinsi sejak 1 januari 2010.dan di dalam undang-undang nomor 28 tahun 

2017 pasal 8, telah di terapkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor paling 

tinggi 2,75%. (Ahmad, Romadhoni, and Adil 2021)dengan perincian sebagai 

berikut:  

1.) Untuk tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dari kepemilikan 

pertama itu di kenakan paling tinggi sebanyak 1,5% 
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2.) Untuk tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum seperti, mobil 

umum, bus kota, pemerintah, TNI/POLRI, dan sejenis kendaraan 

lainnya yang di tetapkan paling tinggi oleh pemerintah daerah sebesar 

0,5% 

3.) Untuk kendaraaan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling 

tinggi di tetapkan sebesar 0,2%. 

 

2.7 Samsat  

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Samsat berfungsi 

sebagai sistem administrasi satu atap yang komprehensif, mencakup berbagai 

kegiatan seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak 

kendaraan bermotor, bea pengembalian nama kendaraan bermotor, dan kontribusi 

wajib untuk kecelakaan lalu lintas dan dana transportasi jalan. Kegiatan ini 

dikoordinasikan dan dipusatkan oleh kantor bersama Samsat. 

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), adalah sistem pelayanan 

publik yang di selenggarakan oleh 3 instansi pemerintah didalam satu ruangan 

yang bisa di kenal dengan sebutan samsat. Tujuannya ialah untuk mempermudah 

serta mempercepat proses pelayanan publik. Kerja sama dari 3 instansit tersebut 

yakni Polri, Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja (Ramadani and Syafari 

2019). 

Sistem manunggal satu atap merupakan singkatan dari (SAMSAT) Atau di 

dalam bahasa inggris di sebut “One Roof System” yang artinya kegiatan 

administrasi yang di adakan di dalam satu gedung dengan tujuan mempercepat 
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kegiatan. Kegiatan yang di maksud di sini ialah kegiatan yang berhubungan 

sistem administraii kendaraan bermotor  

 

2.8 Samsat  Keliling 

 

Peraturan presiden Republik indonesia nomor,2015mengenai penyelenggara 

sistem administrasi manunggal satu atap, kendaraan bermotor merupakan 

pelayanan di samsat keliling, di mana di dalam samsat keliling ini melayani 

pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pengesahan STNK, dan SWKLLJ dengan 

menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di satu temapat. 

Samsat keliling adalah sebuah layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB 

dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor sejenis mobil atau 

minibus yang beroperasi dari satu tempat ke temapat yang lainnya memberikan 

kemudahn di dalam pelayanan dengan tujuan untuk membuat masyarakat taat 

dalam membayar pajak.(Megayani and Noviari 2021). 

Samsat keliling memberikan kemudahan prosedur dalam pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yang praktis karena telah menggunakan website yang 

berguna untuk memberikan kemudahan pada pembayar pajak, dasarnya  

kemudahan yang di dapat oleh masyarakat akan mendorong masyarakat untuk taat 

dlam membayar pajak.(Ardiyanti and Supadmi 2020). 

Samsat keliling merupakan suatu bentuk pembaharuan pelayanan yang 

menyajikan serta memberikan suatu kesempatan setiap orang yang memiliki 

kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan adminstratif mulai dari pendaftran, 

pengesahan STNK, Membayar PKB yang di lakukan melalui bus pelayanan yang 

telahdi sediakan. Samsat keliling menyediakan layanann pembayaran pajak di luar 
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kantor samsat,jadi kita dapat membayar pajak tanpa haru datang ke kantor nya 

lansnung melainkan melalui bus samsat keliling. Bus samsat keliling hanya 

berperasi satu kali dalam seminggu sesuai dengan tempat rekomendasi yang elah 

di tentukan sebelumnya tentunya tempat yang strategis supaya mudah di akses. 

 

2.9 Prespektif Islam  

 

Pajak biasa disebut sebagai pungutan dalam bahasa Arab, Adh-dharibah atau 

Al-maks.Dharibah adalah harta yang dikumpulkan secara paksa oleh negara. 

Imam Al-Ghazali dan Al Juwaini berpendapat bahwa pajak dikenakan terhadap 

mereka yang dianggap mampu menyediakan kebutuhan pemerintah dan 

masyarakat luas oleh penguasa (pemerintah Muslim) untuk orang kaya. 

(Matondang, Lubis, dan Humairah, 2023) 

Ada beberapa ulama yang yang menyatakan bahwa pajak itu boleh salah 

satunya M umer chapra. Negara islam mempunyai hak untuk meningkatkan 

sumber-sumber daya melalui pungutan pajak di samping itu sudah ada zakat yang 

telah di pertahankan oleh fukaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua 

mazhab fikih yang ada.dana zakat di pergunkan untuk kesajahteraan kaum miskin. 

Padahal sebuah negara memerlukan sumber dana agar dapat melakukan 

pembngunan yang bersumber dari ditribusi, fungsi alokasi secara efektif. Hak ini 

di bela oleh fakuha yang menyatakan di sebagaian harta mu ada kewajiba lain 

selain zakat yanh harus kamu bayar. 

Pembayaran Pajak itu telah di atur di dalam islam, sesuai dengan firman allah 

(Q.S. At-Taubah Ayat : 29 ) yang berbunyi  
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ُ وَرَسُوْلهُٗ وَلََ يدَِيْنوُْنَ  قاَتلِوُا الَّذِيْنَ لََ يؤُْهِنوُْنَ 
مَ اّللّه هُوْنَ هَا حَزَّ خِزِ وَلََ يحَُزِّ ِ وَلََ باِلْيوَْمِ الَْه

باِلّلّه

غِزُوْنَ  هنُْ صه ى يعُْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يَّدٍ وَّ بَ حَتّه   ࣖدِيْنَ الْحَقِّ هِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِته

Artinya :   Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, 

tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) 

Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), 

yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) 

hingga mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh dan mereka 

tunduk. 

Tafsir ayat di atas adalah orang-orang beriman di tuntun untuk pergi kepada 

allah dan percaya terhadap hari akhir serta allah juga memerintahkan untuk 

menajauhi larangannya dan rasul. Orang yang tidak menjauhi larangan dan tidak 

taat kepada allah mereka lah orang-orang nasrani. Perangi orang-orang nasrani 

sampai dia membaca syahadat dan membayar jizyah nya. Yakni kemampuan dari 

seseorang yang di anggap mampu agar memperoleh perlindungan dengan taat dan 

tunduk terhadap ketentuan yang ada. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Beberapa Penelitian Terdahulu Mengenai Efektivitas Program Samsat 

Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Jurnal Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Yusni Farida, Muhlis 

Madani, Nurbiah Tahir 

(2022) 

“Efektivitas Layanan 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Penyuluhan 

Dan Konsultasi 

Perpajakan Benteng 

Kabupaten Kepulauan 

Selayar” 

Jurnal Kajian Ilmu 

MahasiswaAdministrasi 

Publik. 

Vol.No.3 

Berdasarkan Hasil 

Penelitian efektivitas 

layananan penyuluhan 

dan konsultasi 

perpajakan benteng 

kabupaten kepuluan 

selayar, dapat di 

simpulkan, dari teori 

yang di gunakan untuk 

mengukur  efektivitas 

di penelitian ini 

menggunakan teori 

teori Duncan . 

1.) Pencapain Tujuan, 

Pencapaian Tujuan 

KP2KP sudah baik 

sudah sesuai dengan 

SOP 

2.) Integrasi, sosialisasi 

yang di lakukan 

cukup bagus sudah 

sesuai dengan 

teknisi yang di 

lakukan secara 

online maupun 

secara offline yang 

di lakukan secara 

berkala 

3.) Adaptasi Sarana dan 

prasarana yang di 

sediakan sudah 

cukup mememadai 

Perbedaan jurnal ini 

dengan penelitian 

Penulis ialah dalam isu 

permasalahan dimana 

penulis meneliti 

efektivitas dari sebuah 

Program yang berkaitan 

dengan pemungutan 

pajak  

 

2. 

Basrihuddin Ahmad, 

Muhammad Adil 

(2020) 

“Efektivitas 

Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor “  

Jurnal Riset Perpajakan 

Vol.3No.1 

Berdasarkan Hasil 

Penelitian. Efektivitas 

Pemungutan Pajak 

Kendaraan bermotor 

dapat di simpulkan 

bahawasannya 

pemungutan pajak di 

kabupaten gowa sudah 

efektiv berdasarakan 

data realisasi pajak 

Perbedaan Jurnal ini 

dengan yang Penulis 

teliti adalah cara 

pemungatan pajak 

dimana di dalam jurnal 

ini Pemungtan pajak 

masih menggunakan 

sistem manual yang 

harus datang ke kantor 

samsatnya lansung 
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kendaraan bermotor 

yang mengalami 

peningkatan meskipun 

ada di beberapa tempat 

masih terjadi kendala 

dalam pemungutan 

pajak kendaraan 

bermotor. 

sedangkan yang penulis 

teliti masyarakat sudah 

bisa membayar pajak 

tidak perlu jauh-jauh 

harus datang ke 

kantornya lansung 

karena sudah adanya 

program samsat 

keliling. 

 

3. 

Putri Awalina, Astri 

Dian Puspita Sari 

(2021) 

“Analisis Efektivitas 

Program Pemutihan, 

Tingkat Kepatuhan 

Pembayaran Pajak, 

Dan Layanan Samsat 

Keliling Terhadap 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Jurnal Cendekia 

Akuntasi 

Vol.2No.2 

Berdasarkan Hasil 

Penelitain  Analisis 

Efektivitas Program 

Pemutihan, Tingkat 

Kepatuhan Pembayaran 

Pajak, Dan Layanan 

Samsat Keliling 

Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Dapat di simpulkan 

bahwasannya program 

pemutihan di nilai 

sudah efektif ini 

terbukti dengan 

meningkatnya 

Pembayaran PKB, 

Namun untuk samsat 

keliling di nilai kurang 

efektif  karena dengan 

sudah gerai-gerai 

pembantu samsat yang 

lainnya yang menjadi 

opsi dari masyarakat. 

Perbedaan penelitian 

jurnal ini dengan 

penelitian penulis ialah 

lokasi penelitian serta 

batasan masalah 

penelitian  

 

4. 

Susilowati, Angella 

Rosa Pangestu 

(2023) 

“Efektivitas Pelayanan 

Samsat Keliling Dalam 

Melayani Pembayaran 

Pajak Kedaraan 

Bermotor 

(PKB) di wilayah 

Jakarta Utara” 

Jurnal Ilmu 

Pemerintahan 

Vol.2No.2 

Berdasarkan Jurnal 

penelitian. Efektivitas 

Pelayanan Samsat 

Keliling Dalam 

Melayani Pembayaran 

Pajak Kedaraan 

Bermotor 

(PKB) di wilayah 

Jakarta Utara”. Dapat di 

simpulkan dengan 

adanya program samsat 

keliling ini sudah 

efektiv karena sangat 

Perbedaan dari 

penelitain ini dengan 

yang Penelitian Penulis  

ialah, lokasi Penelitian 

serta fokus penelitian 



30 

 

membantu serta 

memudahkan 

masyarakat di dalam 

pembayaran pajak 

karena adanya 

kemudahna ini 

memotivsi masyarakat 

lainnya untuk mau 

membayar pajak 

khususnya di wilayah 

Jakarta Utara 

 

2.11 Defenisi Konsep 

a.) Manajemen Pelayanan Publik 

 Manajemen Publik Merupakan rangakain mengatur sistem maupun alur di 

dalam proses pelayanan publik, di mana pelayanan publik itu sediri di 

artikan sebagai memberikan layanan kepada masyrakat yang membutuhkan 

dengan memberikan pelayanan yang baik, karena tujuan dari pelayanan publik itu 

sendiri ialah memenuhi kepuasan masyarakat.  

b.) Efektivitas  

Efektivitas di artikan sebagai serangkaian dari suatu acara yang sedang di 

laksanakan atau di jalankan berdasarkan alur ketentuan yang sebelumnya sudah di 

tetapkan dan Mencapai Tujuan Yang di inginkan. suatu program dapat di katakan 

efektiv jika program tersebut berjalan sudah tetapat sasaran. 

c.) Pajak 

Pajak merupakan bentuk ketaatan kita sebagai masyarakat terhadap negara 

dengan cara meyumbangkan sebagian dari uang yang kita dapatkan kepada negara 

sebagai bentuk kontribusi kepada negara yang nantinya hasil dari pajak ini akan 
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kita rasakan kembali namun bukan dalam bentuk uang lagi melainkan uang 

tersebut atau dana tersebut di alokasikan ke dalam pemabangunan Nasional.  

d.) Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak di indonesia banyak jenisnya salah satunya ada pajak kendaraan 

bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan atas suatu 

barang yang hidup dan bergerak yang di gerakan oleh suatu mesin. Pajak 

kendaraan bernotor merupakan salah satu sumber besar penerimaan pajak di 

indonesia hampir separuh penerimaan pajak itu bersal dari kendaraan bermotor. 

e.) Samasat  

  Satuan Manunggal Satu Atap Atau yang sering di sebut dengan 

(SAMSAT)Yang secara singkatnya merupakan bentuk kerja sama dari 3 instasni 

di dalamnya yakni: polri, bapenda, Asuransi Keselamatan di dalam suatu ruangan 

yang bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan proses administrasi 

yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. baik itu pembayaran pajak, bea balik 

nama kendaraan bermotor, maupun perpanjangan plat kendaraan bermotor dan 

lain sebagainya. 

f.) Samsat Keliling  

Samsat Keliling Merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan yang di 

turunkan untuk mempermudah masyrakat dalam melakukan administratif 

pelayanan, dalam untuk meningkatkan partispasi masyarakat di dalam 

pembayaran pajak maka dari itu pemeritah membuat berbagai inovasi pelayanan 

yang tujuannnya untuk mempermudah masyarakat daalam melakukan registrasi 

dan proses administrasi dalam urusan kendaraaan bermotor.  
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2.12 Konsep Operasional 

 

 Indikator Sub Indikator 

Mengukur 

Efektivitas 

Suatu Program 

a. Ketetapan Sasaran 

Program  

a.Tercapainya tujuan yang ingin di capai  

b. Melakukan pelaksanaan program 

secara terencana dan sistematis. 

b. Sosialisai Program  a.Melakukan Kegaitan Atau sosialisasi M

engenai Pemahaman dalam Prosedur 

membayar pajak melalui samsat keliling  

b.Melakukan Penyuluhan kepada 

masyarakat Mengenai keberadaan samsat 

keliling di setiap daerah  

c. Pencapain Program  a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor 

b. Memudahkan Masyarakat dalam 

membayar pajak Kendaraan bermotor 

tanpa harus berpergian jauh. 

d. Pemantuan Program  a. Melihat tingkat partisipasi masyarakat 

dalam membayayar pajak kendaraan 

bermotor Melalui Samsat Keliling 

b.Melihat sejauh mana Perkebambangan 

program yang yang telah di rencanakan. 

Sumber: Budiani (2007) 
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2.13 Kerangka Bepikir  

 

TABEL 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Budiani (2007) 

 

 

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SAMSAT KELILING 

DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  

DI KABUPATEN ROKAN HULU 

Efektivitas Program Samasat 

Keliling Dalam Pemungutan 

Pajak Kendaraan bermotor 

1.Ketetapan sasaran Program  

2.Sosialisasi Program  

3.Pencapain Tujuan Program  

4.Pemantauan Program  

 

Kendala-Kendala Program 

Samsat Keliling Dalam 

Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keiling 

Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan  dikantor UPT Samsat Rokan Hulu. peneliti memilih 

lokasi penelitian pada Kantor Samsat Rokan Hulu yang berolokasikan di jl. 

Pematang berangan, Kec Rambah Kabupaten Rokan hulu  dikarenakan instansi 

tersebut dapat memberikan data yang sesuai dengan judul penelitian yang akan 

diteliti. Penelitian dilaksanakan pada bulan  September sampai dengan selesai 

3.2 Jenis Penelitian  

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif sebagai metode studi 

Penelitian Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi 

faktual tentang suatu situasi atau fenomena. Studi deskriptif ini mencoba 

mengumpulkan data dan informasi yang akan dikompilasi, diklarifikasi, dan 

diperiksa selain mencoba mengatasi masalah terkini. Metode penelitian kualitatif, 

menurut Creswell (2008), adalah cara melihat dan memahami gejala sentral.dan 

peneliti harus melakukan pertanyaan wawancara umum dengan peserta untuk 

menentukan gejala utama. Setelah ditulis dan dikumpulkan, data diperiksa. Hasil 

dari analisis penelitian di jabarkan serta di kaitkan dengan penelitian ilmuan-

ilmuan lainnya dan hasil akhirnya penelitian kualitatif di tuangkan dalam bentuk 

laporan.(Sugiono 2015) 
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3.3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Data Primer adalah data yang di dapatkan dengan secara lansung dari 

sumber pertama tanpa melalui perantara. Data ini nantinya di kumpulkan 

sebagai cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 

penelitian.bentuk dari data tersebut bisa berupa sebuah opin, hasil 

observasi kejadian ataupun sebuah kegiatan serta hasil pengujian. Metode 

untuk mengumpulkan data primer adalah metode survei atau observasi. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data data yang di peroleh dari pihak lain bukan dari 

sumber aslinya.peneliti mengumpulkan data denagn cara menggunakan 

media perantara bentuk dari dat yang di peroleh bisa berupa bukti catatan, 

laporan, arsip ( data dokumenter ).baik yang di publikasikan maupun tidak 

di publikasikan . 

 
3.4  Metode Pengumpulan Data  

 Untuk mencari data yang di perlukan peneliti, sebagai dasar penulisan 

penulis  mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data, teknik pengumpulan dat yang digunakan sebagai berikut: 

a. Observasi  

  Observasi Atau kata yang leih mudah di mengerti yakni pengamatan yang 

merupakan suatu  kegiatan pencatatan fenomena secara sistematis. Pengamatan itu 

sendiri bisa secara terlibat (partisipasif) maupun (nonpartisipasif).pengamtan 

terlibat merupakan pengamatan yang melibatkan seorang peneliti  
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b. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang memiliki tujuan untuk 

bertukar informasi  maupun ide melalui proses tanya jawab di antar dua orang 

yang bersangkutan tersebut. Yakni antara narasumber dan responden yang 

memberikan informasi yang di butuhkan oleh narasumber.  

b. Dokumentasi  

Berupa  catatan penting seperti  dokumen, arsip,gambar,surat,poto laporan 

maupun dalam bentuk rekamana yang terkait dengan fenomena kejadian dalam 

penelitian tersebut.pada penelitian kali ini peneliti menggunakan arsip-arsip 

maupun dokumen yang bersangkutan dengan bahan  yang di butuhkan untuk 

penelitian yang ada di Kantor Upt Samsat Pasir Pangaraian. 

3.5 Informan Penelitian  

 

Di dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik purposive 

sampling yakni teknik yang mempertimbangkan sesuatu hal dalam pengambilan 

sampelnya dan peneliti juga menggunakan teknik Snowball Sampling yakni 

teknik yang pengambilannya bermula dari kecil ke jumlah yang besar di mana 

dalam  teknik ini informan akan mengalami pertambahan sesuai kebutuhan 

informasi yang di perlukan.adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 

sebagai beriku 

TABEL 3. 1 Informasi penelitian Kantor Samsat Rokan Hulu 

No JABATAN JUMLAH  

1. Kepala UPT Pengeloloaan 

Pendapatan Pasir Pangaraian 

1 

2. Kepala Sesi Penerimaan  1 

3. Pegawai Samsat Keliling 1 

4. Masyarakat  10 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun data yang telah 

di dapatkan dari proses wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan 

lainnya dengan tujuan untuk mudah dalam memahaminya  serta juga dapat di 

informasikan kepada orang lain, yang di susun secara sistematis dengan 

mengelompokan jenis-jenis data tersebut kedalam kategori-kategori  serta 

memilih mana yang penting dan yang untuk di pelajari Analisa data dapat di 

peroleh jika seluruh data serta responden telah terkumpul. Analisis data yang di 

lakukan di dalam penelitian ini adalah. 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan tahap mengumpulkan data-data 

yang sudah si peroleh dari sistem wanwacara,observasi serta dokumentasi 

akan di kumpulkan menjadi satu.  

2. Reduksi Data  

Data-data yang telah di peroleh dan dikumpulkan tersebut 

selanjutnya di reduksi, reduksi data adalah merangkum atau memilih hal 

pokok atau poin-poin penting dengan begitu data yang telah di reduksi 

akan memberikan hal yang lebih terperinci yang bertujuan untuk 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya  

3. Penyajian Data  

Di dalam penelitian kulaitataif, penyajian data bisa di terapkan 

dalam berbagai bentuk bisa seperti sebuah bagan, uraian singkat, flowchart 

dan sejenisnya yang lain. Dan Teks Naratif merupakan yang paling sering 
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di gunakan di dalan penyajian data di penelitain kualitatif. Informasi-

informasi yang di dapatkan akan dikumpulkan dan di susun serta di 

rangkum  yang nantinya  akan di lakukan nya penarikan kesimpulan untuk 

pengambilan tindakan selanjutnya. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan atau kata lainnya ialah  penarikan hasil akhir. 

Kesimpulan yang di paparkan hanya bersifat sementara sewaktu-waktu 

bisa berubah. Jika ada bukti-bukti baru yang kuat serta mendukung dalam 

pengempulan data berikutnya.namun jika kesimpulan awal yang telah di 

paparkan memiliki bukti-bukti yang valid  serta konsisten pada saat 

peniliti mengumpulkan data di lapangan maka kesimpulan yang di 

kemukan adalah kesimpulan yang dapat di percaya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

4.1 Sejarah Terbentuknya Kantor Dispenda Kabupaten Rokan Hulu  

Dilihat pada Riwayat profil dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau tentang 

Sejarah dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Provinsi Riau, Dinas Pendapatan 

Provinsi Riau bermula dari pembentukan dinas induk, yaitu Dinas Pendapatan 

(DIPENDA) Provinsi Riau. Awal mulanya, Dinas Pendapatan Provinsi Riau 

dikenal dengan sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pembentukannya 

mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 

Kpts.29/I/1974 Tanggal 13 Januari 1974 dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah. Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Tingkat I Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Tingkat I Nomor 5 Tahun 

1979 disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor 

PEM.061.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan mengacu pada Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri KUPD 7/739-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau, 

serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 7/14/23 Tanggal 28 Oktober 

1978 yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Menteri 

KUPD 7/7/26 Tanggal 31 Maret 1978. Mekanisme penerapannya diatur lebih 

lanjut melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 

KPTS.268/XI/1980 Tanggal 27 November 1980. 
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Menurut arahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur 

tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, tindak lanjutnya tercantum dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008. Peraturan ini menyangkut 

pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Provinsi Riau (STOK). Dispenda 

Provinsi Riau dipercaya untuk memgang posisi dan tanggungjawab utama dalam 

menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. 

Tugasnya mencangkup pembentukan dan pengelolaan pendapatan serta 

pelaksanaan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah kepada Gubernur 

sebagai perwakilan pemerintah dalam konteks dekonsentrasi.  

Layanan SAMSAT keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu resmi 

beroperasi pada tanggal 6 Januari 2021. SAMSAT keliling adalah suatu bagian 

dari program Bapenda Provinsi Riau yang diimpelementasikan guna untuk 

mempermudah proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah Rokan 

Hulu. 

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu 

berlokasi di Jalan Diponegoro, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Rohul, 

Rambah, Rokan Hulu, Pematang Barangan, Rokan Hulu. Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab atas 

pelaksanaan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam lingkup tugasnya. Untuk 

menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan teknis dalam 

bidang pendapatan daerah. 
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2. Menangani proses pembukaan dan pelaporan yang berkenaan dengan 

penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah, serta 

penagihan PBB. 

3. Mengoordinasikan dengan unit dan instansi terkait dalam penetapan 

besaran pajak dan retribusi daerah. 

4. Melakukan sosialiasi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah 

lainnya, dan PBB. 

5. Melaksanakan semua wewenang yang dimilikinya sesuai dengan ruang 

lingkup tugasnya. 

6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

4.2 Visi dan Msi UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau  

Visi : Terwujudnya Pendaptan daerah sebagai pendukung utama Kelancaran Roda 

Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional. 

Misi :  

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 

Seacara Optimal. 

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan Pelayanan Publik Secara 

Profesioanal.  

3. Memperoleh Dana Perimbangan secara Adil Sesuai Dengan Potensi Yang 

Dimiliki. 
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4.3 Uraian Tugas (Job Description) 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. 

Tugasnya juga mencakup membimbing dan mengarahkan bawahannya untuk 

mencapai tujuan organisasi serta memberikan pembinaan kepada unit-unit 

pelaksana teknis. Kepala Badan juga bertanggungjawab terhadap penyusunan 

rencana program di bidang pendapatan dan memberikan pertimbangan teknis 

terkait perizinan dan/atau rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala 

Badan dibantu oleh para staf yang bertugas 

2. Skretariat 

Tugas utama Sekretariat adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan 

mengawasi aktivitas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan. Ini 

termasuk mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan 

anggaran, mengelola keuangan, serta mengurusi perlengkapan dan 

administrasi. Sekretaris, dalam menjalankan tanggung jawabnya, didukung 

oleh kepala subbagian yang dipimpin oleh seorang kepala Sub di Bagian 

Program. 

a. Bagian Program di pimpin oleh seorang kepala Sub Bagian  

b. Sub Bagian Umum 

c. Sub Bagian Keuangan 
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3. Tugas Pendapatan dan Penetapan 

Bidang Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang memiliki tanggung jawab dalam tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan berbagai aspek pendapatan 

termasuk pendaftaran, penghitungan, penetapan, dokumentasi, 

penyelesaian keberatan, pajak daerah, dan retribusi daerah. Dalam 

menjalankan tugasnya, kepala badan dibantu oleh seorang  kepala seksi 

yang terdiri dari: 

a. Kepala Seksi Pendapatan Dan Pendaftaran  

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan  

c. Kepala seksi dokumentasi dan keberatan 

4. Bidang Penagihan  

Bidang Penagihan dikomandoi oleh seorang Kepala Badan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas 

Kepala Badan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan 

terkait bidang Penagihan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan 

diberikan bantuan oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:: 

a. Kepala Seki Penagihan Retribusi  Daerah  

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah  

c. Kepala seksi Penagihan Penerimaan lain-lain. 
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5. Bidang Pembukaan dan Pertimbangan Keungan  

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dikelola oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala badan. Tugas kepala bidang mencakup membantu kepala badan 

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta 

penerimaan lainnya terkait bidang tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, 

kepala bidang dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari: 

a. Kepala Seksi Pembukaan Pajak 

b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada pelaskanaan 

sebagian tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri atas sejumlah tenaga yang berada 

dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi ke dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional 

yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

dipilih  oleh walikota. 
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4.4 Struktur Organisasi  

STRUKTUR ORGANISASI 

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PENGARAIAN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KEPALA UPT 

PENGELOLAAN PENDAPATAN 

PASIR PENGARAIAN 

H. BASRI, SKM.,M.KL 

NIP. 19790301 200212 1 003 

KEPALA 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

ELIMAWATI, SE., MM 

NIP. 19670810 198903 2002 

KEPALA 

SEKSI PENAGIHAN 

ROMI KARTIKA, S.T 

NIP. 197701113 200604 1003 

KEPALA 

SEKSI PENERIMAAN 

DEVITA SARI, S.E 

NIP. 19761228 200604 2 013 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan Dari Hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat dengan cara 

observasi, turun lapangan wawancara dan data dan fakta yang di dapatkan dan di 

kumpulkan dapat di simpulkan bahwasannya Pelaksanaan Program Samsat 

Keliling di kabupaten rokan hulu sudah berjalan efektif terdapat beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil sebagai gambaran menyeluruh tentang 

Pelaksanaan  pada  program tersebut. 

Pertama-tama, Program Samsat Keliling telah membuktikan dirinya 

sebagai inisiatif yang penting dan relevan dalam meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Melalui 

penyediaan layanan yang mobile dan fleksibel, program ini memberikan 

kemudahan bagi pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa 

harus menghadiri kantor Samsat secara langsung. Hal ini meminimalisir hambatan 

geografis dan waktu yang seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat dalam 

membayar pajak kendaraan. 

Kedua, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam 

menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas Program Samsat Keliling. 

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan 

memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak yang berhasil 

dikumpulkan melalui program ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran 
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dan edukasi terkait pentingnya membayar pajak kendaraan perlu terus 

ditingkatkan agar program dapat berjalan secara optimal. 

Selanjutnya, meskipun Program Samsat Keliling telah memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor di Kabupaten Rokan Hulu, masih terdapat beberapa tantangan dan 

hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Diantaranya 

adalah masalah Srana prasarana yang masih kurang memadai, seperti kendala 

teknis dalam proses pembayaran, ketersediaan personil yang memadai, serta 

koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait.Terakhir, peningkatan 

efektivitas Program Samsat Keliling memerlukan komitmen dan kerjasama yang 

kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

masyarakat itu sendiri. Diperlukan upaya terus-menerus dalam evaluasi, 

perbaikan, dan pengembangan program guna memastikan bahwa program ini 

dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program Samsat 

Keliling memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen efektif dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu. Namun 

demikian, upaya terus-menerus dalam meningkatkan efektivitas, keterlibatan aktif 

masyarakat, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pihak terkait 

lainnya sangatlah penting untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi program 

ini dalam pembangunan daerah. 
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6.2 Saran 

Dari Hasil Penelitian yang di lakukan Penulis pada Samsat Keliling di 

Kabupaten Rokan Hulu Peneliti Memberikan Beberapa Saran agar Samsat 

Keliling Kabupaten Rokan Hulu. 

1. Penambahan unit bus samsat keliling agar pelakanaan samsat keliling di 

wilayah kabupaten Rokan Hulu Berjalan lebih optimal 

2. Menambah dan memperbaiki Perlengkapan yang ada agar bisa berjalannya 

suatu kegiatan perngarsipan surat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

      Masyarakat  

1. Apa Pendapat Bapak / ibu dengan Hadirnya Progran Samsat Keliling di 

daerah sekitaran Tempat Bapak/ibu Tinggal 

2. Apakah dengan adanya Samsat Keliling Samsat Keliling ini sangat 

Membantu Bapak/ibu dalam Membayar Pajak 

3. Berapa Lama Waktu yang Bapak/ ibu perlukan untuk sampai ke kantor 

samsat sebelum adanya samsat keliling ini? 

4. Dari Mana Bapak/Ibu Mendapatkan informasi Mengenai Keberadaan 

adanya Samsat Keliling ini. 

5. Berapa Lama waktu Bapak/Ibu butuhkan untuk bisa sampai pada kantor 

Samsat? 

6. Bagaimana Menurut Bapak/ibu kejelasan sistem Layanan yang di berikan 

oleh pegawai samsat keliling 

7. Apakah ada keluhan ibu terhadap program samsat keliling ini? Seperti 

layanan, atau jam operasional atau keluhan lainnya? 

8. Apakah Bapak/ibu ini Merupakan Kali Pertama Membayar Pajak di Samsat 

Keliling? 

9. Apa Kemudahan yang Bapak/ibu dapatkan dari Samsat Keliling ini ? 

10. Apa Harapan Bapak/ibu Terhada Program Samsat Keliling ini Buat 

Kedepannya? 

 



Pegawai Samsat Kelling 

1. Apa Tujuan Dari Adanya Program Samsat Keliling ini? 

1. Di Daerah mana saja Samsat Keliling ini Beroperasi di Kabupaten Rokan 

Hulu 

2. Berapa Jumlah SDM yang Bekerja dalam Program Samsat Keliling? Siapa 

saja? Dan bidangnya apa? 

3. Layanan apa saja yang bisa di akses pada samsat keliling ini 

4. Berapa Jumlah Kendaraan Bermotor yang yang membayar pajak setiap 

operasi samsat keliling? 

5. Berapa lama waktu yang di butuhkan Bus Samsat Keliling dari UPT sampai 

dengan Kecamatan Tandun Memakan waktu berapa lama? 

6. Apa keuntungan yang masyarakat dapatkan dari samsat keliling ini? 

7. Fasilitas apa saja yang di sediakan untuk masyarakat dalam pelaksanaan 

samsat keliling ? 

8. Apakah hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan samsat keliling? 

9. Berapa Jumlah Pendapatan Tiap harinya dari samsat keliling ini?  

10. Apakah  selama 3 tahun beroperasinya samsat keliling ini jumlah WP 

meningkat atau Menurun? 

11. Apakah Samsat Keliling ini Telah Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada 

masyarakat? 

12. Melalui Program ini Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

membayar pajak? 

13. Sejauhmana Perkembangan Samsat Keliling iini? 



14. Apa yang membedakan anatar samsat yang pada umumnya sama dengan 

samsat keliling ini? 

15. Bagaimana cara Kerja bus samsat keliling ini? 

16. Failitas apa saja yang terdapat di dalam bus samsat keliling ini? 

17. Selama Samsat Keliling ini ada apakah ada masyarakat yang mengelu? 

18. Bagaimana Penentuan Lokasi Samsat keliling ini? 

19. Apa harapan bapak/ibu untuk program samsat keliling untuk kedepannya ? 
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